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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia berdasarkan pembukaan UUD 1945 adalah negara 

yang berdasarkan pada hukum. Negara memiliki tugas untuk mewujudkan 

kedamaian yang dicerminkan oleh pembentukan suatu hukum, oleh 

karenanya pembentukan suatau hukum dalam bentuk peraturan perundang-

undangan menjadi sangat penting dan tak mungkin lagi dihindarkan untuk 

mengatur kesejahteraan rakyat dalam berbagai bidang.1 

Hukum erat kaitannya dengan kehidupan Masyarakat. Hukum 

sering digambarkan sebagai fenomena sosial, di mana ada Masyarakat, di 

situ juga ada hukum. Keberadaan hukum merupakan suatu kebutuhan 

Masyarakat, baik sebagai kebutuhan individu dalam Masyarakat maupun 

dalam hubungannya dengan orang lain. Adanya sebuah aturan hukum yang 

mengatur tatanan hidup bermasyarakat merupakan salah satau cari dari 

negara dalam mengatur warga negaranya.2 Hukum bahkan di butuhkan 

dalam pergaulan yang sederhana sampai pergaulan yang luas antar bangsa, 

karena hukumlah yang menjadi landasan aturan dalam tata kehidupan.  

Maka dari itu, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan 

Masyarakat agar kepentingan dapat terlindungi. Pelaksanaan hukum dapat 

                                                      
 1Hamid S. Attamimi, Ilmu Perundang-undangan, Cet 2, Kamisius, Yogyakarta, 2007 

hlm.1. 
2Sri Rahayu, Herry Liyus, DKK, “Penanganan Aanak yang berhadapan dengan Hukum 

kepada Anggota Polisi di Kepolisian Resort (OLRES) Kabupaten Tanjung Jabung Barat” ,Jurnal 

Karya Abadi Masyarakat Vol.3 No 2, 2019, https://online-

journal.unja.ac.id/JKAM/article/view/8504/9952. Diakses pada 21 Maret 2025 

 

https://online-journal.unja.ac.id/JKAM/article/view/8504/9952
https://online-journal.unja.ac.id/JKAM/article/view/8504/9952
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berlangsung secara normal, damai, tetapi dapay juga terjadi karena 

pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar ini harus 

ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan.3 

Dalam penegakan hukum diperlukan adanya norma hukum dan 

peraturan perundang-undangan yang kemudian dibantu oleh aparat penegak 

hukum yang berintegritas dan professional dalam menjamin terwujudnya 

penegakan hukum. 

Salah satu permasalahan yang masih marak terjadi di Indonesia 

adalah masalah minuman alkohol/keras yang banyak dikomsumsi oleh 

Masyarakat luas. Dalam Pasal 1 dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 74 

Tahun 2013 tentang Pengawasan Pengedaran Minuman Beralkohol 

menyebutkan bahwa: 

Pasal 1 

(1) Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil 

alkohol atau etanol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil 

pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi 

dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. 

(2) Minuman Beralkohol Tradisional adalah minuman berlakohol 

yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas 

secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, 

sertta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara 

keagamaan. 

Pasal 3 

Standarisasi minuman keras dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu: 

(1) Golongan A ialah minuman keras dengan kadar ethanol 

(C2H50H) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (kima 

perseratus) 

                                                      
3Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Libert, Yogyakarta, 2008, 

hlm.160. 
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(2) Golongan B ialah minuman keras dengan kadar ethanol 

(C2H50H) 5% (lima perseratus sampai dengan 20% (dua puluh 

perseratus) 

(3) Golongan C ialah minuman keras dengan kadar ethanol 

(C2H50H) lebih dari 20% (dua puluh perseratur) sampai dengan 

55% (lima puluh lima perseratus) 

Terlepas dari itu semua minuman keras beralkohol tetap merupakan 

salah satu jenis NAZA (Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif) dalam bentuk 

minuman keras yang mengandung alkohol tidak peduli berapa kadar alkohol 

didalamna. Alkohol termasuk zat adiktif, artinya zat tersebut dapat 

menimbulkan adiksi yaitu ketagihan dan dependesi (ketergantungan). 

Penyalahgunaan/ketergantungan NAZA jenis alkohol ini dapat 

menimbulkan gangguan mental organic yaitu gangguan dalam fungsi 

berfikir, berperasaan, dan berperilaku. Gangguan mental ini disebabkan 

langsung alkohol pada neuro-transmitter sel-sel sarat pusat (otak).4 

Di Indonesia minuman keras beralkohol diawasi peredarannya oleh 

negara, terutama minuman impor. Jenis minuman beralkohol seperti anggur, 

bir, brendi, tuak, vodka, wiski dan lain-lain. Sering dijumpai pemberitaan, 

baik media cetak maupun media elektronik mengenai dampak negative dari 

mengkomsumsi minuman keras ditambah lagi dengan munculnya minuman 

keras oplosan yang banyak dijumpai pada kios-kios pinggir jalan. Banyak 

orang yang mengkomsumsi minuman keras kemudian harus berurusan 

dengan pihal kepolisian oleh karena tidak terkendalinya manusia ketika ia 

telah mengkomsumsi minuman keras secara berlebihan. Masyarakat awam 

                                                      
4Dadang Hawari, Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, ALkoho, & Zat 

Adiktif), Balai Penerbit FKUI, Jakarta,2005, hlm 52.  
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pun pasti tahu bahwa Ketika mengkonsumsi minuman beralkohol tanpa 

batas, maka manusia tidak terkendali senantiasa berbuat semaunya saja. 

Banyak kasus-kasus hukum yang terjadi akibat dari minuman keras.5 

Namun yang sering kali terjadi di Indonesia adalah pengedaran 

minuman alkohol yang tidak memiliki izin atau illegal seperti dijual yaitu 

pada kios-kios kecil. Kitab Undang-Undnag Hukum Pidana (KUHP) 

memang tidak mengatur secara eksplisit mengenai larangan terkait 

peredaran minuman keras tanpa izin. Pasal yang digunakan adalah Pasal 204 

KUHP  yang  berbunyi sebagai berikut: 

(1) Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau 

membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan 

nyawa atau Kesehatan orang, padahal sifat yang 

membahayakan itu tidak diberitahukan, diancam dengan 

pidana penjara paling lama lima belas tahun. 

(2) Jika perbuatan itu menyebabkan orang mati atau luka berat, 

maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara seumur 

hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 

dua puluh tahun.  

 

Walaupun tidak secara spesifik menjelaskan mengenai izin tentang 

pengedaran minuman keras namun pasal ini memiliki relevansi dengan 

konteks minuman keras tanpa izin, apabila barang yang diedarkan tidak 

melalui proses pengawasan mutu, mengandung zat berbahaya, atau illegal. 

Pasal 204 KUHP ini bersifat umum dan dapat diterapkan apabila memang 

adanya bukti bahwa barang yang diedarkan itu membahayakan kesehatan 

dan nyawa. Selain KUHP terkait pengedaran minuman tanpa izin diatur 

                                                      
5Meita Lefi Kurnia dan Eobo Gandareva Andexa, “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja 

dalam Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Padang”, Jurnal Normative, Volume 9 Nomor 1 

Tahun 2021. Diakses melalui https://ojs.unitas-

pdg.ac.id/index.php/normatif/article/dwonload/698/473/ tanggal 17 Mei 2024 

https://ojs.unitas-pdg.ac.id/index.php/normatif/article/dwonload/698/473/
https://ojs.unitas-pdg.ac.id/index.php/normatif/article/dwonload/698/473/
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dalam Pasal 4 Ayat (3) dan (4)  Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 

yang menyebutkan: 

(3) Minuman keras beralkohol hanya dapat diedarkan setelah 

memiliki izin edar dari kepala lembaga yang menyelenggarakan 

pengawasan di bidang obat dan makanan 

(4) Minuman keras beralkohol hanya dapat diperdagangkan oleh 

pelaku usaha yang telah memiliki izin memperdagangkan 

Minuman Beralkohol sesuai dengan penggolongannya 

sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

perdagangan.  

 

Namun dalam Perpres ini penegakan hukum yang dilakukan 

hanyalah bersifat administrative dan teknis, tanpa memuat adanya ketentuan 

pidana didalamnya. Akibatkanya, walaupu seseorang dinyatakan terbukti 

melanggar, tidak tersedia ancaman pidana yang bisa digunakan sebagai 

dasar penahanan atau penuntutan pidana.  

Di Kota Jambi sendiri terdapat salah satu peraturan daerah yang 

mengatur mengenai minuman beralkohol yaitu Pasal 5 dan Pasal 9 Ayat (1) 

dan (2) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 tahun 2010 tentang 

Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di tempat 

umum menyebutkan: 

Pasal 5 

(1) Setiap orang atau badan dilarang menjual dalam kemsan secara 

eceran atau grosis minuman beralkohol golongan A, golongan B, 

golongan C dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat 

umum. 

(2) Tempat umum sebagaimana dimaksud pad aayat (1) meliputi: 

a. Taman remana; 

b. Gelangganga olahraga; 

c. Kaki lina; 

d. Terminal 

e. Kios-kios kecil; 
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f. Penginapan remaja 

g. Bumi perkemahan; 

h. Taman hutan kota; 

i. Taman wisata 

j. Tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, 

rumah sakit, dan pemukiman; 

Pasal 9 

(1) Penjual lagsung hanya diizinkan menjual minuman beralkohol 

golongan A, golongan B, dan/atau golongan C untuk diminum 

langsung di tempat tertentu. 

(2) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: 

a. Hotel berbintang 3, 4, dan 5; 

b. Restoran dengan tanda talam kencana dan tanda selaka; dan 

c. Bar termasuk pub dan klab malam.  

Sevlain itu, dalam Pasal 25 Pevraturan Daevrah Kota Jambi No.7 Tahun 

2010 ini mevmuat tevrkait kevtevntuan pidana bagi pevlanggar, yaitu: “Sevtiap 

orang atau badan yang tevtap mevlaksanakan kevgiatan usahanya sevtevlah 

dihevntikan sevcara paksa sevbagaimana dimaksud dalam Pasal 23, diancam 

devngan pidana kurungan 3(tiga) bulan atau devnda paling sevdikit Rp 

20.000.000 dan paling banyak Rp 50.000.000” 

Mevskipun Pevrda ini pevlaksana utamanya itu dilakukan pevmevrintah 

daevrah mevlalui Satpol PP, aparat kevpolisian mevmiliki peran pevnting juga 

untuk ikut sevrta mevnevgakan hukum mevlalui penegakan peraturan daerah 

yang bevrlaku, tevrutama apabila pevlanggaran yang tevrjadi itu mevnimbulkan 

gangguan yang bevrkaitan devngan hukum pidana. Hal ini sevsuai devngan Pasal 

13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tevntang kevpolisian, polisi 

bevrtugas untuk mevmevlihara kevamanan, mevnevgakkan hukum, sevrta 

mevmbevrikan pevrlindungan dan pevlayanan kevpada masyarakat. Sevbagai 
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Aparat pevnevgak hukum yang bevrintevgritas dan profevssional dalam mevnjamin 

tevrwujudnya pevnevgakan hukum yang evfevktif sevrta bevrkevadilan.6  

Polresta Jambi bekerja sama dengan Satpol PP telah melakukan 

serangkaian tindakan penindakan terkoordinasi dalam upaya untuk 

menanggulangi pelanggaran peredaran minuman berlakohol tanpa izin di 

kota jambi.  erdasarkan data yang hasil kerja sama tersebut terdapat jumlah 

botol yang tidak sedikit. Hal ini dijabarkan pada tabel di bawah ini: 

Tabel I. 

Data Penemuan Minuman Keras Tanpa izin 

 di Wilayah Polresta  

Jambi Tahun 2017-2024 

 

NO TAHUN JUMLAH 

1. 2017 1.075 BOTOL 

2. 2018 2.265 BOTOL 

3. 2019 1.030 BOTOL 

4. 2020 2.023 BOTOL 

5. 2021 1.650 BOTOL 

6 2022-2024 3.879 BOTOL 

Sumbevr: Polrevsta Jambi 

 

                                                      
6Yohana, Herry Liyus, Nys Arfa, “Peranan Jaksa dalam Melakukan Pengawasan Terhadap 

Narapidana yang mendapat Pembebasan Bersyarat” Pampas: Journal of Criminal Law, Vol.2 No.3 

2021, https://mail.online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/16326/13093 diakses pada 21 

Maret 2025 
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Selain tabel botol sitaan tersebut, adapun hasil dari upaya 

penindakan tersebut mencatat bahw ada sebanyak 74 kasus pelanggaran 

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Larangan 

Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Tempat Umum. Meskipun 

jumlah total kasus yang tercatat mungkin tidak tampak terlalu tinggi dalam 

hal pelanggaran administratif, namun jumlah minuman beralkohol yang 

disita cukup besar menunjukkan adanya volume peredaran minuman 

beralkohol ilegal yang cukup besar. Situasi ini menunjukkan masalah yang 

terus berlanjut dan meluas yang memerlukan pengawasan hukum yang 

serius dan intervensi regulasi yang komprehensif, karena menimbulkan 

risiko yang cukup besar terhadap ketertiban umum, kesehatan, dan 

keselamatan di masyarakat. Data tersebut terdapat pada tabel di bawah ini: 

Tabel I. 

Data Pelanggaran Terhadap Perda No.7 Tahun 2010  

Yang diserahkan Satpol PP kepada Polresta 

 Kota Jambi 2019-2024 

 

Tahun Pasal yang Dilanggar Jumlah 

Kasus 

Pelanggaran 

terulang 

2019 Pasal 5 Ayat (1) 38 Kasus 5 Kasus 

2020 Pasal 5 Ayat  (2) huruf 

e 

12 Kasus 3 Kasus 

2021 Pasal 9 Ayat (1) 8 Kasus 2 Kasus 

2022 Pasal 9 Ayat (2) huruf 

c 

5 Kasus 1 Kasus 

2023 Pasal 23 (tidak 

mengindahkan 

menghentikan usaha) 

7 Kasus 3 Kasus 

2024 Pasal 25 3 Kasus 0 Kasus 

 Sumber: Polresta Jambi 
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Mevrujuk pada hal tevrsevbut maka pevnulis ingin mevngevtahui dan 

mevngkaji levbih dalam mevngevnai “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku 

Mengedarkan Minuman keras Tanpa Izin di Kota Jambi”  

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelaku mengedarkan 

minuman keras tanpa izin di kota jambi? 

2. Apa saja kevndala pevnevgakan hukum tevrhadap pevlaku yang mevngevdarkan 

minuman kevras tanpa izin di Kota Jambi? 

C. Tujuan Penelitan  

1. Untuk mevngevtahui dan mevnganalisis penegakan hukum yang dilakukan 

oleh pihak Kevpolisian dalam mevmbevrantas pevrevdaran dan pevrdagangan 

minuman kevras tanpa izin di Kota Jambi. 

2. Untuk mevngevtahui dan mevnganalisis kevndala yang dihadapi pihak 

Kevpolisian dalam upaya untuk menegakkan hukum terhadap pevrevdaran 

dan pevrdagangan minuman kevras tanpa izin di Kota Jambi. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Sevcara Tevoritis 

a. Hasil pevnevlitian ini diharapkan bevrguna untuk pevngevmbangan ilmu 

pevngevtahuan di bidang hukum khususnya hukum pidana 

b. Mevmbevri pevngevtahuan bagi pihak lain mevngevnai pevnevgakan hukum 

tevrhadap pevlaku pindak pidana mevngevdarkan minuman kevras tanpa 

izin di Kota Jambi. 
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2. Sevcara Praktis 

a. Hasil pevnevlitian ini diharapkan dapat mevnambah wawasan sevrta 

pevngevtahuan pevnulis dan dapat dijadikan sevbagai bahan ajar dalam 

hukum pidana 

b. Dapat mevnjadi masukan bagi Polrevsta Jambi agar Pevnevgakan Hukum 

tevrhadap pevlaku yang mevngevdarkan minuman kevras tanpa izin 

mampu bevrjalan sevcara maksimal dan sevmevstinya. 

E. Kerangka Konseptual 

Untuk mevmbevrikan Gambaran yang jevlas dan mevnghindari 

pevnafsiran yang bevrbevda-bevda dalam mevngartikan istilah yang digunakan 

dalam pevnevlitian ini, maka pevnulis mevmbevrikan batasan dan konsevp tevrkait 

judul pevnevlitian ini devngan mevmbevrikan devfinisi-devfinisi dari bevbevrapa 

istilah yang ada, yaitu sevbagai bevrikut: 

1. Pevnevgakan Hukum 

Kamus Bevsar Bahasa Indonevsia (KBBI), arti dari kata pevnevgakan 

adalah prosevs, cara, pevrbuatan mevnevgakkan, maka pevnevgakan hukum 

dapat diartikan prosevs dan cara mevnevgakakan hukum tevrsevbut.7 

Pevngevrtian pevnevgakan hukum sevbagai kevgiatan untuk 

mevnye vlaraskan hubungan nilai-nilai yang tevlah dijabarkan dalam 

kaidah-kaidah yang sevmpurna, sikap tindak sevbagai suatu rangkaian 

                                                      
7Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diakses melalui melalui 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penegakan tanggal 17 Mei 2024 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penegakan
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pevnjabaran nilai-nilai tahapan akhir untuk dapat mevnciptakan, 

mevmevlihara, dan mevmpevrtahakan kevdamaian pevrgaulan hidup.8 

Pevnevgakan hukum adalah sevgala daya dan upaya untuk 

mevnjabarkan kaidah-kaidah hukum kev dalam kevhidupan Masyarakat, 

devngan devmikian dapat tevrlaksana suatu tujuan hukum kev dalam 

Masyarakat bevrupa pevrwujudan nilai-nilai kevadilan, kevsevbandingan, 

kevpastian hukum, pevrlindungan hak, kevtevntraman Masyarakat dan lain 

sevbagainya.9 

2. Pevlaku 

Pevlaku adalah orang yang mevlakukan tindak pidana yang 

bevrsangkutan, dalam arti orang yang devngan suatu kevsevngajaan atau 

suatu tidak sevngaja sevpevrti yang diisyratkan olevh undang-undnag tevlah 

mevnimbulkan suatu akibat yang tidak dikevhevndaki olevh undag-undang, 

baik itu mevrupakan unsur-unsur subjevktif maupun ovbjevktif, tanpa 

mevmandang apakah Kevputusan untuk mevlalukan tindak pidana tevrsevbut 

timbul dari dirinya sevndiri atau tidak karevna gevrakkan ovlevh pihak 

kevtiga.10 

Pevlaku atau pevnjahat adalah sevovrang atau sevkevlovmpovk ovrang yang 

mevlakukan pevrbuatan anti sovcial walaupun bevlum atau tidak diatur ovle vh 

hukum undnag-undnag atau hukum pidana. dalam arti sevmpit, pevlaku 

                                                      
8
Munir Fuady, Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidak berdayaan Hukum, Citra Aditya 

Bakti, Bandung, 2003, hlm. 5 
9Ibid, hlm.6 
10Barda Narawi Arif, Sari Kuliah Hukum Pidana II, Fakultas Hukum Undip, 1984, hlm.37.  
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atau pevnjahat adalah sevovrang yang mevlakukan pevlanggaran undang-

undang atau hukum pidana, lalu ditangkap, dituntut, dibuktikan 

kevsalahannya didevpan pevngadilan sevrta kevmduai dijatuhkan hukuman.11 

3. Pevrevdaran Pidana 

Mevnurut Kamus Bevsar Bahasa Indovnevsia (KBBI), “pevrevdaran” 

bevrarti bevrpindah-pindah dari tanan kev tangan atau dari tevmpat satu kev 

tevmpat lain. Dalam hal ini yang dimaksudkan devngan pevrevdaran pidana 

sevcara umum mevrujuk pada sevgala bevntuk aktivitas yang sevcara garis 

bevsar bevrkaitan devngan distribusi, pevrdagangan, atau pevnyevbaran 

barang dan jasa yang dilarang ovlevh hukum. Tindakan pevrevdaran pidana 

bevrkaitan devngan tindak kriminal mevliputi, pevngevdaran narkovtika, 

minuman kevras ovplovsan, ovbat, kovsmevtik, makana, sevnjata, uang palsu 

yang tevntunya tidak mevmiliki izin evdar. 

4. Minuman Kevras 

Minuman kevras, minuman kevras atau disevbut juga minuman 

bevralkovhovl adalah minuman yang mevngandung zat evtanovl. Evtanovl sevndiri 

adalah zat atau bahan yang bila dikovnsumsi akan mevnurunkan tingkat 

kevsadaran bagi kovnsumevnnya (mabuk).12  

Bevrdasarkan Kevptusuan Mevntevri Kevsevhatan No vmovr 22 Tahun 

1998 alkovhovl adalah zat yang paling sevring disalahgunakan manusia, 

                                                      
11Adang, Yesmil Nawar, Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana, 

Grasindo, Jakarta, 2010, hlm.15.  
12Andrifai, “Dampak Minuman Keras Pada Setiap Peserta Didik di SMKN 1 Banawa 

Kecamatan  Banawa Kabupaten Donggala”, Universitas Islam Negeri Dotokarama Palu 

https://repository.uindatokarama.ac.id/id/eprint/2329/1/01%20Baru%20Sampul_merged.pdf 

diakses pada 17 Mei 2024 

https://repository.uindatokarama.ac.id/id/eprint/2329/1/01%20Baru%20Sampul_merged.pdf
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alko vhovl dipevrovlevh atas pevragian/fevrmevntasi madu, gula, sari buah atau 

umbi-umbian. Dari pevragian tevrsevbut dapat dipevrovlevh alkovhovl sampai 

15% tevtapi devngan provsevs pevnyulingan (devstilasi) dapat dihasilkan kadar 

alko vhovl yang levbih tinggi bahkan mevncapai 100%. Kadar alkovhovl dalam 

darah maksimum dicapai 30-90 mevnit. Sevtevlah disevrap, alkovhovl/evtanovl 

disevbar luaskan kevsuluruh jaringan dan cairan tubuh. Devngan 

pevningkatan kadar alkovhovl dalam darah ovrang akan mevnjadi evufovria, 

namun devngan pevnurunannya ovrang tevrsevbut mevnjadi devprevsi.13 

Pevnggovlovngan minuman kevras itu sevndiri mevnurut Pasal 3 

Pevraturan Prevsidevn Novmovr 74 Tahun 2013 tevntang Pevngevndalian Dan 

Pevngawasan Minuman Bevralkovhovl yaitu : 

1. Minuman Bevralkovhl govlovngan A adalah minuman yang 

mevngandung evtil alkovhovl atau evtanovl (C2H5OvH) devngan kadar 

sampai 5% (lima pevrsevn) 

2. Minuman Bevralkovhovl govlovngan B adalh minuman yang 

mevngandung evtil alkovhovl atau evtanovl (C2H5OvH) devngan kadar 

levbih dari 5% (lima pevrsevn)  sampai devngan 20% (dua puluh 

pevrsevn) 

3. Minuman Bevralkovhovl govlovngan C adalh minuman yang 

mevngandung evtil alkovhovl atau evtanovl (CH25OvH) devngan kadar 

                                                      
13Afif Nurohman, “Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Peredaran dan Perdagangan 

Miras tanpa Izin di Wilayah Hukum Polres salatiga” Universitas Darul Ulum Islamic Centre 

Sudirman Guppi, 2022. http://repository.undaris.ac.id/id/eprint/973/ Diakses pada 17 Mei 2024 

 

http://repository.undaris.ac.id/id/eprint/973/
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levbih dari 20% (dua puluh pevrsevn) sampai devngan 55% (lima 

puluh lima pevrsevn)  

Minuman govlovngan A, B, dan C adalah kevlovmpovk minuman kevras 

yang diprovduksi, pevngevdaran dan pevnjualannya ditevtapkan sevbagai 

barang dalam pevngawasan. Provduksi atau pevmbuatan minuman 

bevralkovhovl didalam nevgevri hanya dapat dilakukan devngan izin Mevntevri 

pevrdagangan.14 

F. Landasan Teori  

Landasan tevovri dalam pevnulisan ilmiah bevrfungsi sevbagai pevmandu 

untuk mevngovrganisasi, mevnjevlaskan dan mevmprevdiksi fevnovmevna-fevnovmevna 

dan atau ovbjevk masalah yang ditevliti devngan cara mevngkovntruksikan 

kevtevrkaitan antara kovnsevp sevcara devduktif ataupun induktif. Hukum sevbagai 

suatu hal yang univevrsal artinya dibevlah bumi manapun atau di nevgara 

manapun pasti mevmevrlukan hukum, tevtapi, di sisi lain hukum mevmiliki 

karaktevristik tevrsevndiri sevsuai devngan ciri dan pevrtumbuhan hukum itu 

sevndiri.15 

Tevovri Pevnevgakan Hukum Sevcara umum, pevnevgakan hukum mevrujuk 

pada sevrangkaian tindakan dan provsevs yang diambil untuk mevmastikan 

kevpatuhan tevrhadap novrma-novrma hukum yang bevrlaku dalam suatu 

                                                      
14Marchya Odetha Cessarina Kandow, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran 

Miras di Kabupaten Blitar”, Universitas Brawijaya, Malang, 2013. Diakses melalui 

https://media.neliti.com/media/publications/34878-ID-penegakan-hukum-tindak-pidana-peredaran-

miras-di-kabupaten-blitar.pdf tanggal 30 November 2024. 
15Hafrida, ;Perekaman Proses Persidangan Pada Pengadilan Negeri ditinjau dari Aspek 

Hukum Acara Pidana,” Jurnal Ilmu Hukum Jambi 5, no.1 2014 

https://www.researchgate.net/publication/337388473 diakses pada 17 Mei 2024 

https://media.neliti.com/media/publications/34878-ID-penegakan-hukum-tindak-pidana-peredaran-miras-di-kabupaten-blitar.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/34878-ID-penegakan-hukum-tindak-pidana-peredaran-miras-di-kabupaten-blitar.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/34878-ID-penegakan-hukum-tindak-pidana-peredaran-miras-di-kabupaten-blitar.pdf
http://www.researchgate.net/publication/337388473
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masyarakat atau nevgara. Hal ini mevlibatkaan pevnevrapan aturan hukum dan 

sanksi tevrhadap pevlanggaran untuk mevncapai tujuan tevrtevntu, sevpevrti 

mevnjaga kevtevrtiban sovsial, kevadilan, dan pevrlindungan hak asasi. 

Dalam mevnjalankan pevnevgakan hukum, tevrdapat 3 evlevmevn yang pevrlu 

dipevrhatikan : 

1. Kevpastian Hukum (Revchtssichevrhevit) 

Pevntingnya pevnevrapan hukum dan kevpastian dalam mevnevtapkan 

hukum saat tevrjadi pevristiwa kovnkrevt. Prinsipnya adalah mevmastikan 

kevpatuhan pada hukum, devngan kevyakinan bahwa hukum harus 

ditevrapkan tanpa mevnyimpang dari prinsip "fiat justicia evt pevrevat 

mundus" (mevskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditevgakkan). 

Kevpastian hukum bevrfungsi sevbagai pevrlindungan tevrhadap tindakan 

sevwevnang-wevnang dan mevnjamin bahwa individu dapat mevngharapkan 

hasil yang sevsuai devngan situasi tevrtevntu. 

2. Manfaat (Zwevckmassigkevit) 

Masyarakat mevngharapkan manfaat dari pevlaksanaan atau 

pevnevgakan hukum. Karevna hukum dibuat ovlevh manusia, implevmevntasi 

dan pevnevgakan hukum harus mevmbevrikan kovntribusi povsitif dan 

kevgunaan bagi masyarakat. Pevnting untuk mevnghindari timbulnya 

kevtidaknyamanan di masyarakat akibat pevlaksanaan atau pevnevgakan 

hukum yang tidak sevsuai. 

3. Kevadilan (Gevrevchtigkevit) 
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Masyarakat sangat mevnginginkan bahwa kevadilan mevnjadi 

pevrhatian utama dalam pevlaksanaan atau pevnevgakan hukum. Dalam 

provsevs pevlaksanaan dan pevnevgakan hukum, prinsip kevadilan harus 

dijunjung tinggi, walaupun hukum itu sevndiri bevrsifat umum dan 

mevnyamaratakan. Prinsip ini mevnevkankan pevrlunya kevadilan dalam 

mevnevntukan hukuman, di mana sevtiap individu dihukum sevsuai devngan 

pevrbuatannya tanpa pandang bulu.16 

Mevnurut Sovevrjovnov Sovevkantov, tevrdapat lima factovr yang 

mevmpevngaruhi pevnevgakan hukum: 

1) Faktovr Hukum 

Pevraturan yang jevlas dan tevgas sangat pevnting untuk evfevktivitas 

pevnevgakan hukum. Jika hukum tidak levngkap, ambigu, atau tidak ada 

aturna pevlaksana yang mevndukung, maka pevlaksanaanya akan sulit. 

Cevlah hukum ini akan dapat mevnimbulkan intevrprevtasi yang bevrbevda, 

sevhingga mevmpevrsulit pevnevgakan yang kovnsistevn. 

2) Faktovr Pevnagak Hukum 

Pevnevgak Hukum, sevpevrti povlisi, jaksa, dan hakim, mevmainkan pevran 

kunci dalam mevnevgakkan aturan. Jika mevrevka tidak kovmpevtevn, tidak 

bevrintevgritas, atau tidak mevmiliki pevmahaman yang mevndalam tevntant 

pevrannya, provsevs pevnevgakan hukum bisa tevrganggu. Pevnevgak hukum 

                                                      
16Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, 

hlm.125.  
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juga harus mampu bevrko vmunikasi devngan Masyarakat untuk 

mevmastikan pnevrapan hukum yang adil dan evfevktif. 

3) Faktovr Sarana atau Fasilitas 

Tanpa sarana dan fasilitas yang mevmadai, pevnevgakan hukum tidak akan 

bevrjalan lancevr. Ini mevncakup sumbevr daya manusia yang tevrampil, 

ovrganisasi yang baik, pevralatan yang tevpat, dan dukungan kevungan yang 

mevmadai. Jika salah satu dari evlevmevn ini kurang, maka pevnevgakan 

hukum tidak akan mevncapai hasil yang ovptimal. 

4) Faktovr Mayarakat 

Kevsadaran Masyarakat tevntang hukum sangat mevmpevngaruhi 

kevbevrhasilan pevnevgakannya. Jika Masyarakat mevmahami hak dan 

kevwajiban mevrevka,mevrevka akan levbih mevndukung dan mevngunakan 

sistevm hukum untuk mevlindungi kevpevntingan mevrevka. Sevbaliknya, 

kurangnya kevsadarn hukum di Masyarakat bisa mevnjadi hambatan bevsar 

dalam provsevs pevnevgakan hukum. 

5) Faktovr kevbudayaan 

Nilai-nilai budaya dalam Masyarakat juga bevrpevran pevnting dalam 

pevnagakan hukum. Hukum yang tidak sevsuai devngan nilai-nilai budaya 

Masyarakat sevtevmpat akan sulit ditevrapkan sevcara evfevktif. Ovlevh karevna 

itu, pevnevgak hukum harus mevmahami dan mevnyevsuaikan diri devngan 
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novrma-novrma budaya yang bevrlaku di Masyarakat agar hukum dapat 

ditevrapkan devngan baik.17 

G. Orisinalitas Penelitian 

Ovrisinalitas mevrupakan kevaslian pevnevlitian yang dilakukan dna 

pevnevlitian tevrsevbut bevlum pevrnah ditevliti ovlevh pevnevliti tevrdahulu. Untuk 

mevnevgtahui tevntang ovrisinalitas pevnevlitian, maka pevnevliti mevngacu dan 

mevnyajikan bevrbagai hasil pevnevlitian skripsi, tevsis dan disevrtasi tevrdahulu 

yang ada hubungannya devngan to vpik dan pevrmasalahan yang akan ditevliti. 

Ovriginalitas pevnevlitian yang mevrupakan hasil pevncarian dan pevnevmuan 

tevrhadap hasil pevnevliatan yang tevrdahulu. Adapun bevbevrapa pevnevlitian 

tevrdahulu dipaparkan sevbagai bevrikut: 

1. Arpevn Ovripan Putevra, Ilmu Hukum Univevrsitas Atma Jaya Yovgyakarta, 

devngan judul: Pevnevgakan Hukum Tevrhadap Pevnjual Minuman 

Bevralkovhovl Tanpa Izin di Kovta Balik Papan. Devngan rumusan masalah: 

a. Bagaimanakan pevnevgakan hukum yang dilakukan Pevmevrintah Kovta 

Balikpapan guna mevngurangi pevnjualan minuman bevralkovhovl tanpa 

izin di Kovta Balikpapan? 

b. Apa saja kevndaa yang dihadapi dalam pevnevgakan hukum tevrhadap 

pevnjualan minuman bevralkovhovl tanpa izin di Kovta Balikpapan? 

2. Rahmat Kurniawan, Ilmu Hukum Univevrsitas Islam Sunan Kalijaga 

Yovgyakarta, devngan judul: Pevnevgakan Hukm Tevrhadap Tindak Pidana 

                                                      
17Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja 

Grafindo, 2007. 
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Pevrevdaran Minuman Kevras Ovplovsan di Kovta Yovgyakarta (Studi Povlrevsta 

Yovgyakarta). Devngan rumusan masalah: 

a. Apa upaya-upaya yang dilakukan apparat kevpovlisian Yovgtyakarta 

dalam mevmbevrantas pevrevdaran minuman kevras ovplo vsan di wilayah 

kovta Yovgyakarta? 

b. Apakah pevnevgakan hukum yang dilakukan ovlevh aparat kevpovlisian 

kovta Yovgyakarta dalam mevmbevrantas pevrevdaran minuman kevras 

o vplovsan tevlah mevmevnuhi pevrundang-undangan yang bevrlaku? 

3. Revmmy Kusuma Ningrum, Ilmu Hukum Univevrsitas Islam Nevgevri 

Walisovngov Sevmarang, devngan judul: Pevnevgakan Hukum dalam 

Pevngevndalian Pevrevdaran Minuman Kevras dan Provblevmatikanya di Kovta 

Bevkasi. Devngan rumusan maslaah: 

a. Bagaimana pevnevgakan hukm dalam pevngevndalian minuman kevras 

(miras) di kovta Bevkasi? 

b. Bagaimana provblevmatika dalam pevngevndalian pevrevdaran minuman 

kevras (miras) di kovta Bevkasi? 

H. Metode Penelitian 

Mevtovdev pevnevlitian mevrupakan pevdovman atau standar provsevdur yang 

mevmuat rangkaian tahapan mulai dari mevndevsain, mevrancang, dan 

mevlaksanakan provsevs mevlalui tahapan dalam pevnevlitian devngan cara yang 

sistevmatis.18 

                                                      
18Irwansyah, Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel Edisi 

Revisi, Mitra Buana, Yogyakarta, 2021. 
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Pada pevnevlitian ini pevnulis mevnggunakan mevtovdev pevnevlitian sevbagai 

bevrikut: 

1. Tipev Pevnevlitian 

Tipev pevnevlitian yang digunakan dalam pevnulisan ini adalah Yuridis 

Evmpiris. Mevnurut Bahdevr Jo vhan Nasutiovn, Yuridis E vmpiris adalah: 

“Pevnevlitian ilmu hukum evmpiris bevrtujuan untuk mevngevtahui sevjauh 

mana bevkevrjanya hukum di dalam Masyarakat.19 

2. Lovkasi Pevnevlitian 

Pevnevlitian ini dilakukan di Povlrevsta Jambi. 

3. Jevnis dan Sumbevr Data Hukum 

a. Jevnis Pevnevlitian 

Jevnis Pevnevlitian yang pevnulis gunakan adalah devskriptif. 

Pevnevlitian yang dihimpun devngan cara mevngumpulkan bahan 

pevnevlitian, mevmaparkan dan mevnggambarkan tevntang pevrmasalahan 

yang ditevliti pevnevgaak hukum tevrhadap pevlaku tindak pidana 

mevngevdarkan minuman kevras ovplovsan di kovta Jambi. 

b. Sumbevr Data Hukum 

Sumbevr data hukum yang digunakan ovlevh pevnulis adalah sevbagai 

bevrikut: 

                                                      
19

Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Cetakan 1, CV Mandar Maju, 

Bandung, 2008. 
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1) Data Primevr, ialah sumbevr data yang dipevrovlevh langsung dari 

sumbevr aslinya. Data primevr bevrupa ovpini ovbjevk hasil ovbsevrvasi 

tevrhadap suatu kevjadian, kevgiatan tevrhadap suatu bevnda sevrta 

wawancara langsung mevlalui para revspovndevn yang tevlah 

ditevntukan. Dan juga mevlalaui tevlevkovmunikasi sevpevrti aplikasi 

Whatsapp dan lainya devngan pihak tevrkait mevnggunakan alat 

pevncatatan, tip revcovrdevr. 

2) Data Sevkundevr, yaitu data yang dipevrovlevh dari pevnevlitian studi 

kevpevrpustakaan mevliputi pevraturan pevrundang- undangan, buku-

buku, jurnal, intevrnevt yang bevrkaitan devngan skripsi. 

a) Bahan Hukum Tevrsievr, yaitu bahan hukum yang 

mevnunnjang yang mevncakup bahan hukum primevr dan 

sevkundevr sevpevrti kamus umum, kamus hukum, majalah, dan 

jurnal imilah, sevrta bahan-bahan di luar bidang hukum yang 

revlevvan dan dapat dipevrgunakan untuk mevlevngkapi data 

yang dipevrlukan dalam pevnevlitian. 

4. Povpulasi dan Sampevl Pevnevlitian 

a. Povpulasi  

Povpulasi adalah wilayah gevnevralisasi yang tevrdiri atas ovbjevk/subjevk 

yang mevmpunyai kualitas dan karaktevristik tevrtevntu yang ditevtapkan 
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o vlevh pevnevliti untuk dipevlajari dan kevmudian ditarik kevsimpulannya.20 

Di dalam pevnevlitian ini yang mevnjadi povpulasi adalah Povlrevsta Jambi. 

b. Sampevl 

Sampevl adalah bagian dari jumlah dan karaktevristik yang 

dimiliki ovlevh povpulasi tevrsevbut.21 Untuk pevngambilan sampevl dalam 

pevnevlitian ini dilakukan devngan cara purpovsivev sampling dimana 

yang mevnjadi revspovndevn ditevntukan bevrdasarkan kritevria tevrtevntu 

dianggap mevngevtahui sevmua hal yang ditevliti sevrta dapat mevwakili 

sevmua povpulasi, Infovrman yang tevrlibat dalam pevnevlitian ini adalah: 

1) Kasubnit Jatanras Satrevskrim Povlrevsta Jambi 

2) Banit V Jatarnas Satrevskrim Povlrevsta Jambi 

3) Warga 

5. Tevknik Pevngumpulan Data 

Tevknik pevngumpulan data dalam pevnevlitian ini adalah sevbagai bevrikut: 

a. Studi kevpustakaan 

Studi kevpustakaan ini dilakukan devngan cara mevncari, 

mevmbaca, dan mevmpevlajari litevratur-litevratur yang ada hubungannya 

devngan permasalahan yang mevnjadi ovbjevk pevnevlitian sevpevrti 

pevraturan perundang-undangan, dovkumevn-dovkumevn, buku—buku, 

dan data sevkundevr lain. 

 

                                                      
20Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D”, Cetakan 7, Penerbit 

Alfabeta Bandung, Bandung, 2009, hlm.215. 
21Ibid. 



23 
 

b. Studi lapangan 

Studi lapangan dilakukan devngan cara ovvbsevrvasii lansgung kev 

Povlrevsta Jambi, mevnggunakan Tevknik wawancara dan juga mevlalui 

tevlevkovmunikasi sevpevrti aplikasi Whatsapp dan lain-lain devngan pihak 

tevrkait bevrupa provsevs tanya jawab dan data dovkumevn didasarkan pada 

tujuan pevnevlitian.  

6. Analisis Data  

Dalam mevnganalisis data yang tevlah dikumpulkan baik data 

primevr maupun data sevkundevr, disevlevksi sevlanjutnya data tevrsevbut 

diklasifikasikan. Kevmudian dilakukan analissi devngan cara analisis 

kualitatif. Artinya data yang dikevlovmpovkkan untuk pevrmassalahan yang 

ditevliti, kevmudia dijabarkan dalam bevntuk kalimat sevhingga dapat 

mevnjawab pevrmaslaahan yang ada, sevhingga dapat diambil kevsimpulan. 

I. Sistematika Penulisan 

Sistevmatika pevnulisan sevcara kevsevluruahn tevrbagi mevnjadi 4 bab 

tevdiri dari bevbevrapa sub bab yang mevnguraikan pevrmassalahan dan 

pevmbahasan sevcara tevsevndiri dalam kovntevks yang bevrkaitan antara satu sama 

yang lainnya. Adapun sistevmatika pevnulisan skripsi ini sevcara tevrpevrinci 

adalah sevbagai bevrikut: 
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BAB I 

Pevndahulauan pada bab ini mevnguraikan pevrmaslahan yang mevlevtar 

bevlakangai masalah, pevrumusan masalaha, tujuan dan manfaatan pevnevlitian, 

kevrangka kovnsevptual, landasan tevovri, mevtovdev pevnevlitian, dan sistevmatika 

pevnulisan. 

BAB II 

Tinjaun umum tevntang pevnevgakan hukum, tindak pidana, dan minuman 

kevras. Pada bab ini mevnjevlaskan maksud pevnevgakan hukum, maksud tindak 

pidana, dan maksud minuman kevras. 

BAB III 

Dalam bab ini akan diuraikan mevngevnai hal-hal yang bevrkaitan devngan hasil 

pevnevlitian yang mevliputi: hail bahasan povkovk-povkovk pevrmaslahan yang akan 

dibahas bevrdasarkan rumusan masalah pevnevlitian ini yaitu bagaimana 

pevnevgakan hukum tevrhadap pevlaku yang mevngevdarkan minuman kevras tanpa 

izin di kovta jambi sevrta apa saja kevndala pevnevgakan hukum tevrhadap pevlaku 

yang mevngevdarkan minuman kevras tanpa izin di kovta jambi. 

BAB IV 

Pevnutup pada bab ini adalah bagian pevnutup, yang bevrisikan tevntang 

kevsimpulan dari kevsevluruhan isi pevnevlitian yang diantaranya mevnye vrtakan 

saran yang sevhubungan devngan pevnevlitian. 

 

 

 


